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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

5.1.1 Simpulan Komunikasi


Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program PNPM Mandiri selain dinilai tidak memiliki pemecahan mendasar atas permasalahan kemiskinan, karena Pemerintah Daerah tidak melihat apa sebenarnya yang menjadi akar permasalahannya.

2. Pelaksanaan komunikasi yang dilakukan oleh para petugas PNPM Mandiri, belum efisien. Karena masih banyak banyak masyarakat yang tidak mengetahui program ini.

3. Tidak adanya kepercayaan antar pengurus maupun masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh pengaruh jaman Orde Baru.
5.1.2 Simpulan Proses

1. PNPM Mandiri dilakukan oleh masyarakat secara swakelola berdasarkan prinsip otonomi dan difasilitasi oleh perangkat pemerintahan yang dibantu oleh fasilitator.
2. Dalam proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan harus diperhatikan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka, adil, dan bertanggung jawab.

3. PNPM ini sepenuhnya menggunakan dana APBN namun lebih memberdayakan masyarakat penerima dana tersebut untuk nantinya dapat dipergunakan membangun infrastruktur di wilayahnya.
4. PNPM sifatnya reforving, artinya apabila ada usaha ekonomi masyarakat yang telah berhasil bisa dipindahkan ke kelompok lainnya yang belum berhasil. Apabila ada dana yang tidak terserap, dan alasannya bisa diterima tidak akan menjadi masalah. Namun, uangnya harus dikembalikan kepada pemerintah karena akan digulirkan lagi pada tahun berikutnya. Mengenai pertanggung jawaban dana yang digulirkan dipertanggung jawabkan kepada Pemerintah.
5.1.3 Simpulan Tujuan

1. Adanya peningkatkan  partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel. 
3. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor)
4. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok perduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. 

5. Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok perduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya  

6. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.menentukan arah. 

5.2 Saran

5.2.1 Saran Efektifitas


Pemerintah daerah harus melihat terlebih dahulu apa sebenarnya yang menjadi akar dari permasalahan. Di Kota Bandung ini yang jadi akar dari masalah antara lain, kurangnya informasi dan ketidakberdayaan dalam memenuhi ketentuan untuk mengakses modal. Kemudian kurangnya kesempatan kerja dan berusaha. Terbatasnya kesempatan kerja, disebabkan oleh adanya persaingan dan keterbatasan lapangan usaha yang ada. Disamping itu iklim investasi dikota Bandung yang relatif stagnan karena keterbatasan sumber daya alam yang ada. Kemudian karena banyaknya tanggungan keluarga. Hal ini berdampak pada besarnya pengeluaran sehingga tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh. Banyaknya tanggungan yang disebabkan oleh: (1) ketidakpahaman tentang pola keluarga kecil, (2) pemahanan ”banyak anak banyak rejeki”, (3) ketidakmampuan pengadaan alat kontrasespsi. Seharusnya pemerintah memberikan pengertian bagaimana caranya agar masyarakat berdaya, salah satunya dengan menghentikan proses kelahiran. Semakin sedikit tanggungan, semakin besar akan hal menuju keberdayaan. Untuk itu, pemerintah tidak hanya harus mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan saja, tetapi harus mengubah pola fikir masyarakat yang tadinya tidak berdaya menjadi berdaya. Proses dalam pengubahan pola fikir bisa di sosialisasikan melalui berbagai media, contohnya yang lebih mudah melalui televisi. Dengan adanya perubahan pola fikir dari masyarakat, diharapkan adanya perbaikan kehidupan bagi masyarakat Bandung.

Akibat dari pelaksanaan komunikasi yang kurang efektif, tidak ada kepercayaan yang tumbuh dalam masing-masing kelompok. Seharusnya Pemerintah Daerah sebagai pelaku birokrasi bersikap secara profesional, menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, inovatif, dan mempunyai etos kerja tinggi.

5.2.2 Saran Proses


Keberhasilan dari pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 ini sangat tergantung dari dukungan seluruh masyarakat baik yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan maupun yang tidak terlibat langsung. Salah satu bentuk dukungan yang penting dalam pelaksanaan PNPM Mandiri ini adalah komitmen dari seluruh para pelaku untuk menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sejalan dengan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik. Seluruh pelaku harus secara terbuka dan aktif untuk saling mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan ini terutama mengawasi dana BLM sebagai stimulan yang pemanfaatannya haruslah tepat sasaran sesuai program yang disiapkan oleh masyarakat dan memberikan prioritas bagi masyarakat miskin sebagai kelompok penerima manfaat dalam rangka upaya peningkatan IPM dan pencapaian sasaran MDGs.


Transparansi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri pada dasarnya dapat diterapkan dengan memberikan akses kepada semua pihak untuk mengetahui informasi-informasi mengenai pelaksanaan PNPM Mandiri, mulai dari kebijakan, proses pelaksanaan kegiatan dan penggunaan keuangan, serta informasi-informasi lainnya dari para pelaku PNPM Mandiri. Penerapan transparansi secara konsisten oleh seluruh pelaku PNPM Mandiri tersebut pada dasarnya dimaksudkan, antara lain; 
(1) mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan kontrol sosial, 

(2) menghindarkan mis komunikasi ataupun salah persepsi,

 (3) mendorong proses masyarakat belajar dan “melembagakan” sikap bertanggung jawab serta tanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan kegiatan yang dilaksanakannya, 

(4) membangun kepercayaan semua pihak (trust building) terhadap pelaksanaan.
5.2.3 Saran Tujuan

Sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini, seharusnya semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM Mandiri harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah dikelola, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh Tim pelaksana dan masyarakat. Para pelaku harus mengetahui potensi masing-masing, dan kekurangannya. Agar dalam pelaksanaannya nanti menjadi lebih mudah dan tertib. Pemerintah dituntut lebih peka terhadap berbagai perubahan dan mencari pendekatan baru bagi pengembangan pelayanan kepada publik. Serta meninggalkan proses pelayanan yang sangat prosedural dan birokratis. Keberadaan aturan formal bukan dijadikan alasan untuk tidak memperbaikan cara kerja yang responsif serta bermain diatas aturan guna mensahkan setiap tindakan.
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